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BUPATI MALANG 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 3 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MALANG, 

a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan 

pengadaan barang dan/atau jasa sehubungan dengan barang 

dan/atau jasa yang dibutuhkan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 

disebutkan pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan 

berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Kepala 

Daerah; 

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b 

konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan 

Umum Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Hornor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503 }; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Stander Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah; 

f3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 

Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 

Nomor 1/D); 

14. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 

(Serita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 35/0); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG 

DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

2. Bupati adalah Bupati Malang. 

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat 

Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktifitas. 

4. Penyedia barang dan/atau jasa adalah badan usaha atau orang 

perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang 

dan/atau layanan jasa. 

5. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi 

organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 

dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan 

berkesinambungan. 

BAB II 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA 

Pasal2 

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD harus 

dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan 

praktek bisnis yang sehat. 

Pasal3 

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang 
dan/atau jasa Pemerintah. 
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Pasal4 

(1) Terhadap BLUD dengan status BLUD Penuh dapat diberikan 
fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bila terdapat 
alasan efektivitas dan/atau efisiensi. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan 
terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya 
berasal dari: 
a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; 
b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan 

lain; dan/atau 
c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha 

lainnya. 
(3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
pengadaan barang~asa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD 
dengan mengikuti pnns1p-pnns1p transparansi, adil/tidak 
diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat. 

(4) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya 
berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti 
ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti 
ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU D 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh 
pemberi hibah dimaksud. 

Pasal5 

( 1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Panitia Pengadaan. 

(2) Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau 
Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD yang 
ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan 
barang/jasa guna keperluan BLUD. 

(3) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara 
pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan 
bidang lain yang diperlukan. 

Pasal6 

( 1) Dalam penetapan penyedia barang dan/atau jasa, Panitia 
Pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis 
dari: 
a. Pemimpin BLUD untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang 

bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah); atau 

b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk 
pengadaan barang/jasa yang bemilai sampai dengan 
Rp. so:000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 
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(2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola 

BLUD dan harus memperhatikan prinsip-prinsip: 

a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek 

integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses 

dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan 

tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa; 

b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya 

pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam 

melaksanakan penunjukan pejabat lain, langsung maupun 

tidaklangsung; dan 

c. saling uji (cross check), yaitu berusaha memperoleh informasi 

dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat 

dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang 

memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain. 

BAB Ill 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 

Kabupaten Malang. 

Diundangkan di Malang 
pad a tanggal ').. { J A-/\JUf}R. \ 

SEKRETARIS DAERAH 

ABDUL MALIK 
NIP. 19570830 198209 1 001 

Serita Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2012 Nomor 2/E 

2012 
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Ditetapkan di Malang 

pada tanggal ~ b J AtJUPiP-. l 2012 

H. RENDRA KRESNA 


